Korupsi Dalam Perspektif Lslam

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pendahuluan

Tanaka (2001) menyebut korupsi — secara sederhana -
sebagai penyalahgunaan jabatan untuk sesuatu di luar
peruntukannya. Definisi inilah yang juga dipahami oleh banyak
kalangan. Namun pengertian tersebut menjadi kurang relevan
untuk menyebut “korupsi” dengan berbagai modus-operandinya
saat ini. Dalam perspektif historis, korupsi tidak selalu dapat
didefinisikan sesederhana itu. Oleh karenanya diperlukan definisi
yang lebih komprehensif dan fleksibel.

Perkembangan definisi korupsi juga ditandai oleh sejumlah
interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para
ulama - misalnya — menganalogikan korupsi dengan al-ghulil,
sebuah terma yang dirujuk dari kitab suci al-Quran dan hadis-
hadis Nabi. Mereka — pada umumnya — mengelaborasi makna al-
ghulal dengan sejumlah interpretasi yang semakna dengan
pengertian korupsi sebagaimana yang didefinisikan oleh para
pakar dari berbagai disiplin ilmu dengan cara pandang masing-
masing. Representasi definisi tentang korupsi yang dielaborasi dari
terma al-ghulul dapat dicermati — misalnya — pada Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (2001) tentang “al-Ghulal” (Korupsi) dan “ar-
Risywah” (Suap-Menyuap). MUI pada 2001 pernah mengeluarkan
fatwa khusus berkaitan dengan al-ghulul (korupsi), ar-risywah
(suap-menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa
tersebut MUI menegaskan, bahwa korupsi dan praktik suap
“sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian
hadiah bagi pejabat sebaiknya dihindari karena pejabat telah
menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya.
Fatwa MUI tersebut juga dikuatkan oleh pendapat para ulama NU
pada Munas NU. Selain itu, Munas NU (2002) juga
merekomendasikan mengharamkan hibah (hadiah) kepada pejabat
di luar batas kewajaran. Diharamkannya hibah itu, karena di
samping melanggar sumpah jabatan, juga bisa menimbulkan
kemungkinan sebagai ar-risywah (suap-menyuap) atau sebagai
bentuk al-ghulul (korupsi). Menurut para ulama NU, ar-risywah
bisa mengubah yang benar menjadi salah atau sebaliknya,
sedangkan al-ghulul (korupsi) tidak sama dengan ar-risywah (suap-
menyuap) -- bukan menyogok --tetapi mengambil uang yang
seharusnya masuk ke kas negara tetapi masuk ke ‘kantong’
sendiri. Alasan NU menyinggung masalah hibah, karena masalah
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tersebut menjadi aktual mengingat KPKPN (Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara) banyak menerima pengembalian
isian formulir pejabat negara yang hartanya disebut sebagai hibah.
"Di sinilah perlu ketegasan NU sebagai organisasi keagamaan
terbesar mengenai bagaimana kedudukan hibah kepada para
pejabat.”

Berkaitan dengan pemahaman yang beragam dari para
ulama tentang korupsi - berikut kajian komprehensifnya,
keragaman perspektif dan pendekatannya — tulisan ini menjadi
sangat penting untuk disimak dalam rangka mencari jawaban atas
pertanyaan krusial tentang “korupsi dalam perspektif Islam”.

Hakikat Korupsi

Baswir (2002) — mengutip Braz dalam Lubis dan Scott --
menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai
cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera
diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua
unsur berikut di dalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan
yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau
aparatur negara; dan Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi
atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau
aparatur negara yang bersangkutan.

Dalam khazanah kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan
dengan al-ghulul, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Quran
(QS Ali Imran, 3: 161):
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(Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat
dalam wurusan rampasan perang itu, maka pada hari
kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi
pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan
[pembalasan] setimpal, sedang mereka tidak dianiaya).

Pengertian denotafifnya adalah: “pengkhianatan atau
penyelewengan”, namun dalam perkembangan kajian Fikih (Islam)
istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”. Ibnu Katsir (t.t.) —
ketika menafsirkan QS Ali Imran, 3: 161 -- mendefinisikan al-
ghulul dengan rumusan: “menyalahgunakan kewenangan — dalam
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urusan publik -- untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam
kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian
publik”. Definisi ini juga disepakati oleh para ulama di Indonesia.
MUI (1999) - dalam fatwanya — menetapkan bahwa bahwa al-
ghulil identik dengan “korupsi”, yang dinyatakan sebagai salah
satu bentuk perbuatan haram. Termasuk dalam tindak pidana
korupsi — di samping al-ghuliil -- adalah (tindakan) menerima suap
(ar-risywah).

Tindak pidana korupsi — yang dirujuk dari istilah al-ghulil
-- tidak saja bisa dipandang dari sudut pandang “normatif”’, karena
secara tektual kita dapat memahami secara jelas keharamannya.
Tetapi, lebih dari itu kita harus dapat menerjemahkan secara
sosiologis bentuk-bentuk pengkhiatan dan penyewengan yang
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Bertolak dari masalah pendefinisian korupsi yang cukup
rumit, tanpa sengaja kita sesungguhnya dipaksa untuk memahami
korupsi sebagai suatu fenomena dinamis yang sangat erat
kaitannya dengan pola relasi antara kekuasaan dan masyarakat
yang menjadi konteks berlangsungnya fenomena tersebut. Artinya,
fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat
dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali
bukan untuk menafikkan keberadaan korupsi sebagai sebuah
fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa
fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat
penting untuk diselidiki guna memahami fenomena korupsi secara
utuh.

Alatas (1999), cenderung menyebut korupsi sebagai suatu
tindakan pengkhianatan (pengingkaran amanah). Tetapi justru
karena sifat korupsi yang seperti itu, upaya untuk mendefinisikan
korupsi cenderung memiliki masalah pada dirinya sendirinya.
Disadari atau tidak, upaya untuk mendefinisikan korupsi hampir
selalu terjebak ke dalam dua jenis standar penilaian yang belum
tentu akur satu sama lain, yaitu norma hukum yang berlaku
secara formal, dan norma umum yang hidup di tengah-tengah
masyarakat. Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan
sebagai korupsi secara hukum, belum tentu dikategorikan sebagai
perbuatan tercela bila ditinjau dari segi norma umum yang berlaku
di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, suatu perbuatan yang
dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum,
belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum.
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Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan
korupsi di Indonesia. Korupsi — di negara kita -- pada dasarnya
berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Kekuasaan - pada
umumnya - cenderung untuk korup. Kekuasaan absolut akan
korup secra absolut. Kedua, korupsi sangat erat kaitannya dengan
perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang
sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang
sebagai fenomena yang semakin meluas.

Secara normatif, seseorang dianggap sebagai pelaku tindak
pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria:
Pertama: secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kedua: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Secara sosiologis, pengertian itu berkembangan sesuai
dengan persepsi masyarakat. Perilaku korupsi — dewasa ini -- bisa
diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan
korupsi dalam perspektif keadilan atau pendekatan hukum
misalnya dikatakan sebagai: tindakan mengambil bagian yang
bukan menjadi haknya. Kemudian diderivikasikan: (1) korupsi
adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik
atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan
masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri; (2)
korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas
resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh
keuntungan berupa status, kekayaan atau wuang untuk
perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Dalam
perspektif atau pendekatan relativisme kultural, bisa saja korupsi
dikatakan sebagai: tindakan pemaksaan untuk menyeragamkan
berbagai pemerintahan lokal, yang menyebabkan budaya asli
setempat tidak berkembang, melemahkan keberadaannya untuk
diganti dengan budaya yang dominan milik penguasa adalah
tindakan korupsi struktural terhadap persoalan kultural. Bahkan
orang awam pun -- dengan lugas — dapat menyatakan bahwa
korupsi identik dengan tindakan menggelapkan uang kantor,
menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap dan (juga)
menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.
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Jika korupsi sudah sedemikian rupa diterjemahkan dengan
berbagai perspektif dan pendekatan oleh masyarakat kita, maka
dalam pandangan agama pun korupsi akan mengalami perubahan.
Karena, betapa pun tafsir atas realitas seringkali harus
berhadapan denga rigiditas “teks”, yang oleh karenanya para
ulama dituntut oleh melakukan kontekstualisasi pemahaman atas
teks yang semula ditafsirkan menurut kebutuhan zamannya untuk
diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Di sinilah
dinamika penafsiran atas teks dapat dipahami sebagai sebuah
tuntutan riil perubahan zaman.

Ibnu Katsir (t.t.) — ketika menfasirkan QS Ali Imran, 3: 161
(Tidak layak seorang nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang), menyatakan bahwa ayat ini memiliki latar
belakang historis sebagai berikut:

Pertama: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia
berkata: “Umat Islam telah kehilangan gathifah (permadani) dalam
perang Badar, lalu mereka berkomentar: “Barangkali Rasulullah
saw telah mengambilnya”. Karena peristiwa ini, maka Allah
mewahyukan ayat ini dalam rangka menjawab tuduhan umat
Islam terhadap Nabi Muhammad saw.

Kedua: Ibnu Jarir mengatakan bahwa firman Allah tersebut
diturunkan berkenaan dengan gathifah (permadani) merah yang
hilang dalam perang Badar, sehingga menimbulkan kecurigaan
sebagian pasukan Badar terhadap Rasulullah saw. Karena itulah
Allah menurunkan firman-Nya (QS Ali Imran,[3]: 161).

Rangkaian kalimat “Barangsiapa yang berkhianat dalam
urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan
datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-
tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” -- di
dalam dalam ayat tersebut -- mengandung ancaman keras dan
peringatan yang tegas, bahwa perbuatan tersebut adalah
perbuatan yang terlarang.

Seandainya perbuatan “menggelapkan selembar
permadani” saja dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi,
apalagi perbuatan “menggelapkan uang negara dan pengkhianatan
atas kepentingan publik”; perbuatan-perbuatan tersebut lebih
pantas dianggap sebagai “korupsi” dalam pengertian yang
sesungguhnya.

Mubsin Hariyanto/ Kuliah Semester Genap/ FH-UMY /29 September 2004 5



Korupsi Dalam Perspektif Lslam

Dalam hal ini Rasullullah saw -- dalam riwayat Ahmad
dari Abu Malik al-Asyja’i -- menyatakan:
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(Korupsi terbesar di sisi Allah ialah sehasta tanah; kalian
menjumpai dua orang laki-laki bertetangga tanah
miliknya atau rumah miliknya, lalu salah seorang dari
keduanya mengambil sehasta milik temannya. Apabila ia
mengambilnya niscaya hal itu akan dikalungkan
kepadanya dari tujuh lapis bumi di hari kiamat nan).

Di samping itu Rasulullah saw juga menegaskan dalam
hadis riwayat Ahmad - yang lain — dari ‘Abdurrahman bin Jubair:

AN 43
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(Barangsiapa memegang kekuasaan bagi kami untuk
sesuatu pekerjaan, sedangkan dia belum mempunyai
tempat tinggal, maka hendaklah ia mengambil tempat
tinggal; atau belum mempunyai pelayan, maka hendaklan
ia mengambil pelayan; atau belum mempunyai kendaraan,
maka hendaklah ia mengambil kendaraan. Dan
barangsiapa memperoleh sesuatu selain dari hal tersebut
berarti dia adalah “koruptor”).

Mubsin Hariyanto/ Kuliah Semester Genap/ FH-UMY /29 September 2004 6



Korupsi Dalam Perspektif Lslam

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
dari al-Mustaurid bin Syaddad:
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(Barangsiapa bekerja untuk kepentingan kami, hendaklah
ia mencari isteri; jika belum mempunyai pelayan, hendalah
mencari pelayan; dan jika masih belum punya rumah,
hendaklah ia mencari rumah. Barangsiapa yang

mengambil selain dari itu [yang menjadi haknya/, berarti
dia adalah koruptor atau pencuri).

Ahmad ibn Hanbal (t.t) —dalam kitab Musnadnya -- juga
meriwayatkan hadis lain:

U}’ U"’G}’ o U—\.CLA-H.\‘ \_/1:\3/3‘;“& Y }“M\ C\:\W.A/A
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(Hadiah-hadiah yang diterima oleh para ‘amil [petugas
zakat/infaq/shadaqah/pajak] adalah ghulil [korupsi])

Dalam hadis lain Abu Dawud meriwayatkan bahwa
Rasulullah saw pernah bersabda :

Aﬂ\q.u:“ ’\uu’;us: u.u_u\)l\a.u:
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(Barangsiapa yang saya angkat menjadi pejabat dengan
gaji rutin, maka sesuatu yang yang diambilnya selain itu
[gaji rutinjadalah ghulal [korupsi]).

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat memahami
bahwa “korupsi” harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan
kausa-efisien (‘llat) dan kausa-finalis (magashid) nya.

Berdasar pada Tillat (Kausa-Efisien), korupsi dapat
dipahamai sebagai: “tindakan penyalahgunaan wewenang oleh
pemegang amanat publik”. Sehingga semua penyalahgunaan
wewenang oleh siapapun, dalam bentuk apa pun, di mana pun dan
kapan pun oleh pemegang amanat publik dapat disebut sebagai
tindakan korupsi”. Ketika kita pahami korupsi berdasarkan pada
Magdshid (Kausa-Finalis), maka korupsi dapat dipahami sebagai:
“tindakan yang merugikan kepentingan publik”. Sehingga semua
tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok yang dilakukan oleh
siapa pun, dalam bentuk apa pun, di mana pun dan kapan pun
dapat disebut sebagai tindakan korupsi”.

Nilai-nilai Anti Korupsi

Belajar dari al-Quran dan as-Sunnah, kita mendapatkan
empat pilar [nilai] utama, yang dapat kita jadikan sebagai pijakan
sebagai pilar strategi pemberantasan korupsi:

1. Amanah

Secara etimologis, “amanah” berarti” “titipan”

(Munawwir, 1997). Sedang dalam pengertian istilah, kata
amanah — sebagaimana yang yang terdapat dalam al-Quran -
- dapat dipahami dalam lima pengertian:
Pertama, kata amanah dikaitkan dengan larangan
menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan
kesaksian yang benar. Sebagaimana yang dapat kita pahami
dari QS al-Baqarah, [2] 283:

i e o i LS 1 o, i o K
45 AL G 4B Gl ) 35 Ui 2 ol
Lo 4D, & 2 A% LG e S350 1SS T
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(Jika kamu dalam perjalanan [dan bermu amalah tidak secara
tunai| sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [oleh yang
berpiutang|. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu [para
saksi] menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan).

Kedua, kata amanah diaitkan dengan dengan keadilan atau
pelaksanaan hukum secara adil. Sebagaimana yang dapat
kita pahami dari QS. An Nisa’, [4] 58:

cro 25N 1Yy LAl ) u_abl.AU\ I ;”tm\ ol
u\sm\umfsﬁwwm\u\dmmysxwu‘u\
\Mw

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan [menyuruh kamu/
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat).

Ketiga, dikaitkan dengan sifat khianat sebagai lawan
katanya. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari QS al-
Anfal, [8] 27:

| A5y Jem My alll 1885 U 1 \g Call il

! °'°““’ ;ﬁ.‘hu

(Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul [Muhammad] dan [juga/
janganlah  kamu  mengkhianati amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui).

Keempat, dikaitkan dengan salah satu sifat manusia yang
mampu memelihara kemantapan ruhaninya. Sebagaimana
yang dapat kita pahami dari (QS al-Ma’ arlJ [70] 32:

Ose ) padges agdill 2 Cpalls

(Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat [yang
dipikulnya/ dan janjinya).
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Kelima, dipahami dalam pengertian yang sangat luas, baik
sebagai tugas keagamaan maupun sosial-kemanusiaan.
Sebagaimana yang dapat kita pahami dari QS al-Ahzab, [33]
72):

ol Jually ey ol gldl e B Bea e U)
z . T\e 2@ LY IR - q -, os0s§- ~z4 o - o %
Uoolla 8 48) Sladlll Leleals Lhe sl Leileng

Usen
(Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh).

Ada kaitan yang erat antara iman dan amanat,
sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw
yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik:

2 -0 - o - -~ - & DETRaE ¢ °o. - ‘1
AL S U (yd Cppn Uy A1 A5G U (5 (gl U
(Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah,

dan tidak [sempurnal agama orang yang tidak
menunaikan janji).

Amanah dalam pengertian sempit adalah memelihara
titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam
bentuk semula. Sedangkan dalam pengertian yang luas
amanah mencakup banyak hal, seperti: menyimpan rahasia
orang, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas
yang diberikan kepadanya dan lain sebagainya.

Salah  satu  bentuk  amanah  adalah  tidak
menyalahgunakan jabatan. Segala bentuk penyalahgunaan
jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, famili atau
kelompok seprti tampak pada tindakan korupsi termasuk
perbuatan tercela yang melanggar amanah. Beberapa bentuk
dari penyalahgunaan jabatan, misalnya: menerima komisi,
hadiah yang terkait dengan jabatan serta mengangkat orang-
orang yang tidak berkemampuan untuk menduduki jabatan
tertentu hanya karena (dia) adalah sanak saudara atau
kenalannya (nepotisme), sementara ada orang lain yang lebih
mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut dapat
disebut sebagai tindakan melanggar amanah.
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2. Shidiq

Kata shidiq, secara etimogis, berarti: benar atau jujur
(Munawwir, 1997). Seorang muslim dituntut untuk selalu
dalam keadaan benar lahir-batin. Meliputi: benar-hati (shidg
al-galb), benar-perkataan (shidqg al-hadits), serta benar-
perbuatan (shidq al-‘amal).

Benar dalam ketiga hal tersebut akan menuntun pada
perilaku yang sesuai dengan “kebenaran” agama Islam. Oleh
karena itu, rasulullah saw memerintahkan kepada setiap
muslim untuk selalu menjaga diri dala “shidiq” dan melarang
umatnya berbohong, karena stiap kebohongan akan
membawa kepada kejahatan.

Dalam hadis riwayat al-Bukhari-Muslim,Rasulullah
saw bersabda:

%@ -

o B NS ) all e SRS WA
R 5 el B U AT 2k
e e el WS 355k o AR
Qe AT T4l O a\;a@m\ﬁsb;
Al s Grall u\ﬂ Bl esah‘-
Gl Ui Wy &2l ) g o u\j

- Q - #a wo ¢ 2 SaB0 -
f\ﬁ\ R L_L\SJ = 9 J.\AM L5 );.1.1 9 d.lm.a
S ) G Ly AU B
L T ] o~ - 8 3 &, (- E
J Loy A s Jﬁ-‘ﬂ‘ Ols sl
de K s 0N DAty OX JAD
G 0y
(Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena
setiap kejujuran akan membawa kepada kebaikan,
dan setiap kebaikan akan membawa ke surga.
Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran
akan ditulis oleh Allah sebagi seorang yang jujur
(shidiq). Dan jauhilah sifat bohong, karena setiap
kebohongan akan membawa kepada kejahatan,

dan setiap kejahatan akan memebawa ke neraka.
Orang-orang yang selalu berbohong dan mencari
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kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai
pembohong (kadzdzab).

Ciri-ciri orang yang shidiq adalah: selalu berkata
benar, selalu bermu’amalah dengan benar, memutuskan
dengan benar, menepati janji serta menampilkan diri seperti
keadaan yang sebenarnya. Karena itu orang yang shidiq
tidak mungkin melakukan korupsi, karena di dalamnya
(korupsi) pasti ada kebohongan.

Salah satu bentuk kebohongan yang sangat dicela
adalah khianat, khianat adalah sejelek-jelek sifat bohong.
Sementara itu, “korupsi” merupakan salah satu bentuk
pengkhianatan yang berat. Korupsi merupakan tindakan
yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT. Hal tersebut
dijelaskan dalam firman Allah SWT (QS al-Anfal, [8] 8)

Jo Ay \jzjsz U e ol WG
s 2T ST ) 58 A5

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan
(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui)

Mengingat sangat tercelanya “khianat”, maka
pengkhiatan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun di mana
pun dan kapan pun tidak boleh dibalas dengan pengkhiatan.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw:

GUA e pAS UG Sl o J) A S
(Tunaikanlah amanat terhadap orang yang
mengamanatimu  dan  janganlah  berkhianat

terhadap orang yang mengkhianatimu”) (HR
Ahmad dan Abu Dawud)

3. Adil
Adil - secara etimologis - berarti: “kesepadanan,
kelurusan dan ukuran”. (Munawwir, 1997). Sedang dalam
pengertian terminologis berarti: “sikap tengah yang

berkeseimbangan dan jujur” (Madjid, 2000) yang muncul
dari rasa insaf (kesadaran) yang mendalam. Namun sebagai
sebuah konsep keagamaan, makna keadilan jauh lebih luas
dan kompleks berkaitan dengan konteks masing-masing.
Keadilan dapat dipilah menjadi empat pengertian: (1)
keadaan sesuatu yang seimbang; (2) persamaan dan
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penyangkalan terhadap pembedaan; (3) memelihara hak-hak
individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang
berhak menerimanya; dan (4) kemurahan dalam
memberikan kebaikan.

Sedang bentuk-bentuknya ada tiga macam:

Pertama, keadilan individual, yaitu kemampuan seseorang
dalam mengendalikan dirinya, sehingga tidak melanggar
norma agama.

Kedua, keadilan sosial, yaitu keserasian dan keseimbangan
hubungan antarpribadi dan antara pribadi dengan
masyarakat. Di dalam hal ini seseorang dituntut oleh
melakukan sejumlah kewajiban yang melekat pada dirinya
ketika berhubungan dengan pribadi lain dan masyarakat,
sementara itu juga dituntut untuk memperoleh hak yang
semestinya dari pribadi lain dan masyarakat untuk dirinya.
Sehingga terciptalah keseimbangan antara perolehan hak
pribadi dan pemberian hak terhadap pribadi lain dan
masyarakat dan lam hubungan interpersonal dan sosialnya.
Ketiga, Keadilan manusia terhadap makhluk lain, yakni
tidak berbuat semena-mena terhadap makhluk lain.

Perintah untuk berlaku adil dinyatakan dalam
beberapa ayat al-Quran. Antara lain pada QS al-A’raf, 7: 29;
QS an-Nahl, 16: 90 dan QS al-Maidah, 5: 8.

Implikasi dari sifat adil ini akan tampak pada perilaku
sehari-hari, antara lain: tidak mau mengambil sesuatu
melebih haknya; tidak mau merugikan orang lain dan selalu
berusaha memberkan keuntungan terhadap orang lain tanpa
harus kehilangan hak-haknya. Sikap inilah yang pada
akhirnya akan dapat menghindarkan diri orang dari perilaku
“korupsi”. Karena korupsi — pada dasarnya — merupakan
bentuk tindakan yang tidak adil, karena merugikan orang
lain.

Pelajaran tentang disiplin tersebut. Misalnya perintah
untuk melaksanakan shalat “tepat pada waktunya”;
berpuasa sesuai dengan tuntunanya; berzakat dan
bershadagah pada saat ada kesempatan; berhaji ketika ada
kemampuan. Demikian juga pelajaran tentang “kaifiyah”
(tata-cara) beribadah yang harus ditepati sebagaimana
perintahnya. Semua keteranga itu menunjukkan pelajaran
tentang disiplin dari Allah untuk umatnya.

4. Taqwa
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Tagwa -- dalam pengertian etimologis — berarti: “takut.,
berhati-hati dan waspada”. Sedang dalam pengertian
terminologis, tagqwa berarti: “penjagaan diri dari sesuatu
yang tidak baik”. (Raharja, 1996).

Al-Quran menyebut kata tagwa ini sebanyak 242 kali,
baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja. Orang
yang memiliki sifat dan melaksanakan tindakannya disebut
al-Muttaqi (Orang Yang Bertaqwa). Al-Muttaqi — secara umum
-- dapat dimaknai dalam tiga kategori: (1) orang yang
menjaga diri dari kejahatan; (2) orang yang berhati-hati; dan
(3) orang yang menghormati dan menepati kewajiban.

Implikasi sosial-kemanusiaannya antara lain:
(1) berkemampuan untuk bersikap adil terhadap sesama
manusia (QS al-Maidah, [5] 8); (2) menyelamatkan seseorang
dari kekerdilan jiwa (QS al-Mu’min, [40] 45); (3) kesediaan
untuk memberikan miliknya kepada orang lain, menepati
janji-janinya kepada siapa pun dan bersikap sabar dalam
menghadapi situasi dan kondisi apa pun (QS al-Bagarah, [2]
177).

Dari sikap-sikap yang terbentuk pada orang-orang
yang bertagwa itulah, dapat diharapkan muncul sebuah
komunitas yang memberdayakan dan terberdayakan karena
tumbuhnya solidaritas antarmanusia dan masyarakat
sebagai perwujudan riil — dalam wilayah praksis -- dari
kepatuhan penuh hamba-hamba Allah kepada-Nya.

Kewajiban Memberantas Korupsi

Setiap muslim - sebagaimana penjelasan al-Quran dan as-
Sunnah - memiliki kewajiban yang sama untuk memberantas
korupsi, karena korupsi adalah salah satu dari bentuk
kemungkaran yang harus diberantas.

Allah berfirman dalam QS Ali Imran, 3: 104:

-, L 8B~ °0-, -, 2 o~ M o Sq o, Fat”
Os s il ey A K 3
- 2 ya g 28 < N, - Q8 .- ‘.0 TR « Koo~

UM\(@Q &JTJ 4)5;43\ e u}@_l..jjgdj‘)uj\_)
(Hendaklah ada di antaramu kelompok yang selalu

mengajak kepada kebajikan dan memerintahkan
kepada yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran.
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Mereka itulah orang-orang yang akan mencapai
kebahagiaan).

Sementara Rasulullah saw pernah bersabda dalam hadis
riwayat Muslim:

6-:1]//!'40;:.0/%Sb\éggédbo‘/}]»t‘/fsg}o LSJL)A

el il Iy adi a2 (o
(Barangsiapa di antaramu melihat kemungkaran, maka
hendaklah ia mengubah dengan tangannya; kalu tidak
sanggup, maka ubahlah dengan lisan; dan bila tidak

sanggup, ubahlah dengan hati. Yang demikian itu adalah
selemah-lemah iman)

Kewajiban untuk “beramar ma’ruf’, artinya perintah kepada
semua orang Islam — baik perseorangan maupun kolektif -- untuk
melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam
semua bentuk aktivitas kepada siapa pun, di mana pun dan kapan
pun. Di samping itu juga melakukan upaya pemberdayaan bagi
umat manusia agar mereka berkemauan dan - sekaligus -
berkemampuan untuk berpihak kepada kebenaran, melaksanakan
dan memperjuangkannya. Sedang kewajiban “bernahyi munkar’,
artinya perintah kepada semua orang Islam -- baik perseorangan
maupun kolektif — untuk tidak berpihak kepada “ketidakbenaran”,
menghindarkan diri dan mencegah dirinya dan orang lain untuk
tidak berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama, baik
dalam wilayah ibadah (hubungan vertikal antara manusia dengan
Tuhan), maupun dalam wilayah mu’amalah (hubungan horisontal
antarmanusia), termasuk di dalamnya hubungan antara manusia
dengan makhluk-makhluk Tuhan (selain manusia).
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